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PENllTllP 

A. Kesimpulan 

Usaha pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan 

penempatan TKI ke luar negeri adalah dengan mengeluarkan ketentuan yang 

mengatur ten tang kegiatan perekrutan, pemberangkatan dan pemulangan TKI. 

Selain itu juga pemerintah juga menentukan para pihak yang berkaitan dengan 

penempatan TKI ke luar negeri, serta tanggung jawab masing-masing pihak atas 

nama TKJ. 

Perlindungan hukum bagi TKI dalam penempatannya ke luar negeri telah 

dijamin sepenuhnya oleh negara. Perlindungan hukum bagi TKI metiputi dari 

daerah asal TKI, selama di negara tujuan sampai pulang ke daerah asalnya lagi. 

Dalam peIjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terkait, telah mengatur 

tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal perlindungan. Tetapi dalam 

pelaksanaannya, ada pihak-pihak yang berorientasi pada keuntungan, jadi 

bagaimana untuk mendapat hasH sebesar-besamya dengan menekan pengeluaran. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dalam hal ini BP2TKI menjalankan 

tugas dan fungsinya untuk mengawasi pe.nempatan TKI ke luar negeri karena 

BP2TKI dianggap mampu untuk bersikap netra!. 
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B. 	 Saran 

t. 	 Adanya evaluasi Balai Latihan Kerja luar negeri untuk akreditasi. Hal ini 

rnenghindari kesan bahwa PJTKI telah terbiasa dengan penernpatan TKI 

yang asal cornot dari desa-desa dengan hanya polesan sedikit tambahan 

keterarnpi Ian. 

2. 	 Mendayagunakan juru penerang di daerah, untuk memudahkan akses ke 

Departemen Tenaga Kerja dan PJTKI serta rneningkatkan akses Jaringan 

Sistern Informasi, sehingga dapat rnernperluas kesernpatan bagi siapa saja 

yang ingin menjadi TKI untuk bekerja di luar negeri. 

3. 	 Adanya evaluasi atas kinetja Perwada sehingga Perwada tidak asal-asalan 

dalarn rnenjalankan tugasnya di daerah. 

4. 	 Membentuk suatu dewan khusus untuk rnenangani rnasalah TKI 

Perwakilan Republik Indonesia, dimana penempatan TKI dilakukan. 

Dewan ini melakukan kegiatan rutin seperti pembinaan dan atau bisa juga 

dengan waj ib lapor tiap sebulan sekali bagi TKI atau hal \ainnya yang 

tujuannya rnernbuat perternuan rutin antara TKI dengan Perwakilan 

Republik Indonesia di negara tempat TKI bekerja atau personilnya. 

5. 	 Memaksirnalkan fungsi Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) 

dan Balai Pelayanan Penernpatan TKI (BP2TKI) dalarn hUbungannya 

dengan peningkatan kualitas dan perlindungan TKI. 
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